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RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA 

Nomor 7/PUU-XVIII/2020 

Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota 

 

I. PEMOHON 

Michael 

 

II. OBJEK PERMOHONAN 

Pengujian Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) 

 

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji 

Undang-Undang adalah: 

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan 

Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); 

- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji 

Undang-Undang terhadap UUD 1945; 

- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 

untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945”; 

- Menurut Pemohon, oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan 

pengujian terhadap Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

Walikota terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk 

menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. 
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IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang sekaligus juga 

merupakan Mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan jenjang S1 di 

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang aktif menggunakan hak 

pilihnya. Sebagai penduduk DKI Jakarta yang turut berpartisipasi dalam pemilu 

2019, Pemohon ingin memperjuangkan dalam terciptanya pemilihan kepala 

daerah maupun wakil kepala daerah yang dilaksanakan dengan prisnsip prinsip 

yang demokratis, sesuai dengan amanat konstitusi. 

 

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Norma materiil yaitu: 

Pasal 176 UU 10/2016 

(1)  Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti 

karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, 

pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan 

melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD 

Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan 

Partai Politik pengusung. 

(2)  Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 

(dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, 

atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah.  

(3)  Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal 

dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan 

sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, 

dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-

masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan 

usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 

(4)  Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil 

Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan 

belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut. 
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(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan 

pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon 

Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 

dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 

1. Pasal 18 ayat (4): 

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 

daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis; 

2. Pasal 28D ayat (1):  

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

3. Pasal 28D ayat (3):  

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan.  

4. Pasal 28E ayat (3): 

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan 

mengeluarkan pendapat; 

5. Pasal 28H ayat (2): 

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 

persamaan dan keadilan; 

6. Pasal 28H ayat (3): 

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; 

7. Pasal 28H ayat (4): 

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut 

tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun; 
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8. Pasal 28I ayat (2): 

Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar 

apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang 

bersifat diskriminatif itu; 

9. Pasal 28I ayat (4): 

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 

adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah; dan 

10. Pasal 28I ayat (5): 

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 

prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 

manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan 

 

VI. ALASAN PERMOHONAN 

1. Pasal 176 UU 10/2016 tidak menciptakan pemilu yang demokratis; 

2. Pasal 176 UU 10/2016 mencederai syarat 50 persen + 1 suara dalam 

sebagai syarat penetapan calon kepala daerah; dan 

3. Penunjukan wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai 

politik pengusung memakan waktu yang lebih lama daripada pemilu. 

 

VII. PETITUM 

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk segera menyelenggarakan 

Pemilihan Umum untuk memilih wakil gubernur DKI Jakarta 

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya. 

 


